SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 97 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TIPE A

Menimbang

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGAWI,

bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Tugas dan
Fungsi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Ngawi, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 79
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun
2019 Nomor 79) perlu ditinjau kembali untuk diadakan
perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe A.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia  Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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S. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia
Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi  Birokrasi Republik Indonesia  Nomor 13
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018;

13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016
tentang Jenjang Jabatan Fungsional;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinaan Dan Pengendalian Perangkat Daerah;

16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman
Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;

17.Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08);
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18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 79 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan fungsi serta tata
kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe A.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 79
TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN TIPE A.

Pasal I

Ketentuan Pasal 18 ayat (3) dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 79 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2019 Nomor 79) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Sub Bidang Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a
mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan rencana dan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Mutasi;
b. merencanakan dan melaksanakan mutasi;
c. melaksanakan proses mutasi antar daerah, antar wilayah dan antar
instansi;
d. memverifikasikan dokumen mutasi;
e. melaksanakan administrasi penempatan dari dan dalam jabatan pegawai
berdasarkan Klarifikasi jabatan;
melaksanakan monitoring, evaluasi dsan pelaporan sub bidang mutasi; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnya.

e

(2) Sub Bidang Kepangkatan sebagaimana dimaksud dalm Pasal 17 ayat (1) huruf b
mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan rencana dan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang
Kepangkatan;
melaksanakan administrasi penjagaan Pegawai ASN;
melaksanakan proses kenaikan pangkat;
melaksanakan proses penyesuaian masa kerja;
melaksanakan proses gaji berkala;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bidang kepangkatan;
dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnya.

Mmoo o

=

(3) Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam

pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan rencana dan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang
Pengembangan Karier dan Promosi;

b. menyiapkan bahan seleksi jabatan dan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama;

c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pola pengembangan karier;

d. menyiapkan bahan usulan promosi;

e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sub bidang
pengembangan karier dan promosi; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnya.



-4 -
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal & De@mber 2020

BUPATI NGAWI,
ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 2% December 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2020 NOMOR g7



